“Walaupun terdakwa, sedikit dilanggar haknya, tetapi tetap harus

dihormati haknya, karena peradilan kita juga menganut asas

akusator. Dalam kasus ini terdakwa membenarkan apa yang semua

di dakwakan oleh penuntut umum, dari sini diperoleh keyakinan

hakim bahwa pelaku memang benar adalah terdakwa, juga tindak

pidana yang dilakukannya.”

Alat bukti, tidak hanya dapat terlihat jelas dari keterangan saksi,
pada kasus ini, juga keterangan dari diri korban, apakah benar telah
terjadi tindak pidana kekerasam seksual? Ketengan ini disebut bukti surat,
Hj. Nurdiyatmi, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

“‘Dalam kasus ini, keterangan surat juga sebenarnya ada keterangan

ahli, tapi hakim menganggap tidak perlu menghadirkan saksi ahli,

karena sudah diperoleh berdasarkan surat dari rumah sakit

Bhayangkara berupa visum et revertum, keterangan tersebut sudah

menjadi bukti telah terjadinya peristiwa tindak pidana”

Barang bukti, demikian juga perlu dihadirkan di persidangan. Dalam
kasus ini penuntut umum membawa barang bukti kepersidangan berupa
pakaian korban maupun pakain terdakwa. Hj. Nurdiyatmi, SH (wawancara
23 September 2009) menilai hal tersebut penting: “karena adanya barang
bukti, untuk diperlihatkan pada saksi, korban, juga terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, juga didasarkan pada
alasan-alasan pemberatan dan penambahan pidana baik dari segi korban
maupun terdakwa. Hj. Nurdiyatmi, SH (wawancara 23 September 2009)
menganggap hal tersebut penting menjadi bahan pertimbangan

“Karena tujuan tindak pidana adalah rehabilitasi, pemulihan

keadaan, baik dari sisi korban (menghindari terjadinya balas dendan

dari keluarga korban), juga dari segi terdakwa (agar pemidanaan,
manjadi sarana pemulihan Kkejiwaan terdakwa, dan tetap bisa

diterima oleh masyarakat), demikian kita sering mendengar bahwa
hukum adalah pengejawantahan kekerasan dengan gaya mulia”



Pertimbangan hakim dalam putusan (pasal 197 KUHAP), yang
merupakan batang tubuh dalam putusan memuat hal antara lain:
pertimbangan isi tuntutan pidana, pertimbangan isi pembelaan,
pertimbangan fakta-kata yang terungkap dipersidangan, pertimbangan
tindak pidana yang didakwakan dengan merinci unsur-unsurnya,
pertimbangaan tentang fakta yang ada hubungannya dengan unsur
tindak pidana, pertimbangan atas replik dan duplik, pertimbangan tuntutan
pidana, pertimbangan tentang peryataan kesalahan terdakwa dan
pertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim dalam putusan, menjadi dasar dan langkah
selanjutnya bagi hakim untuk menarik amar tindak pidana. Dalam putusan
ini, Hj. Nurdiyatmi, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

“‘Bahwa apa yang menjadi dasar dari semua pertimbangan, yang

diperoleh dari hasil persidangan , hakim menilai bahwa telah terbukti

terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak, dengan demikian sanksinya berdasarkan pada pasal 81

undang-undang No 23 tahun 200 tentang perlindungan anak”.

Perihal mengenai hakim menjatuhkan di bawah sembilan tahun, H;.
Nurdiyatmi, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

‘Bahwa hal itu penilaian dari hakim majelis, adanya sanksi pidana

pemenjaraan enam tahun, karena undang-undang tersebut

menganut sanksi pidana minimum (boleh dibawah dari apa yang
ditetapkan undang-undang tersebut, beda halnya dengan undang-
undang tindak pidana terorisme dan undang-undang tindak pidana
narkotika), namun tetap harus memperhatikan hal yang pantas atau
adil dari pihak korban maupun terdakwa. Demikian sakralnya

putusan sehingga harus dicamtumkan dalam kepala putusan “demi
keadilan berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.”



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan

masalah dan hasil pembahasan, sebagai berikut:

1.

Penerapan tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan
No: 543/Pid. B/2008/PN MKS, sebagaimana diatur dalam Pasal
81 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagai lex specialis. Hakim menerapkan ketentuan
tersebut berdasarkan penuntutan dari jaksa sebagai pihak yang
membuktikan dari rumusan Pasal-pasal dengan unsur-
unsurnya, keterangan saksi, dan tuntutan yang diajukan
penuntut umum. Perihal sanksi dari tindak pidana, hakim dalam
menerapkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang tercantum
dalam amar putusan juga didasarkan pada pembuktian dalam
persidangan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini (tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak), sebelum menarik amar
tindak pidana, yaitu didasarkan pada surat dakwaan jaksa,
keterangan saksi (baik keterangan korban maupun keterangan

terdakwa), bukti surat dan barang bukti (berupa pakaian dari



korban dan terdakwa), tuntutan jaksa, dan alasan pengecualian

(pemberatan dan penambahan pidana).

B. Saran

Berdasarakan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian, maka

penulis menawarkan saran-saran sebagai berikut:

1.

Perlu ada kerjasama antara penegak hukum dengan
lembagal/pihak lain (seperti; Komnas Perlindungan Anak,
psikolog dan tokoh masyarakat), perihal sosialisasi undang-
undang prlindungan anak akan pentingnya perlindungan hak
dan kepentingan anak dari kekerasan seksual.

Seyogyanya, hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang
diawali oleh keyakinan akan terwujudnya tindak pidana (baca:
kekerasan seksual), tidak hanya didominasi oleh pembuktian
dari jaksa penuntut umum tetapi wajib juga memperhatikan
pembuktian yang diajukan oleh penasihat hukum sekaligus
fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sepatutnya, pemerintah sudah menyediakan sarana pemulihan
kondisi terdakwa (anak sebagai korban kekerasan seksual),
dengan melibatkan pskiater maupun psikolog dalam rangka
rehabilitasi dari kondisi fisik dan jiwa korban (baca:anak) dari
tekanan jiwa akibat peristiwva kekerasan (dari pengalaman

traumatik).
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